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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM 

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS 

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG) 

 

SAFIRA AYU UTAMI 

 

Dalam kedudukannnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung 

pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah 

memiliki rumusan sistem pembuktian tersediri. Namun untuk saksi mahkota 

sendiri belum diatur secara tegas di dalam KUHAP sehingga dalam 

perkembangannya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara 

pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentanan dengan hak 

asasi terdakwa sebagai mana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen 

hukum nasional dan International Covenant on Civil and Plitical Right (ICCPR) 

sebagai instrument hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen 

penilaian terhadap  Implemntasi prinsip-prinsip fair trail, namun dengan adanya 

yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. 

Dalam Yurisprudeensi tersebut dijelaskan  bahwa Mahkamah Agung RI tidak 

melarang apabila Jaksa Penunntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan 

syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk 

dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan keasaksian. Dan untuk 

pengadilan Negeri Palembang sendiri tidak pernah melarang adanya penggunaan 

saksi mahkota. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya 

saksi mahkota dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, untuk mengetahui 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota. Jenis peneltian 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, 

penelitian dilakukan dengan cara wawancara sebagai data primer. Data primer 

adalah sebuah data yang langsung di dapatkan dari sumber dan diberi kepada 

pengumpul data atau peneliti, sumber data primer adalah wawancara dengan 

subjek penelitan  yaitu wawancara Hakim Pengadilan Negeri Palembang. 

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan saksi mahkota  

sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana tidak dilarang sehingga 

dinyatakan sah sebagai alat bukti, apalagi bila kita melihat ketentuan dalam pasal 

168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama sama melakukan 

tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana Saksi mahkota 

diperbolehkan dalam Hukum Acara Pidana meskipun belum terdapat 

pengertiannya dalam KUHAP, namun dalam penggunaannya terdapat beberapa 

syarat agar dapat menggunakan saksi mahkota dalam persidangan. Syarat-syarat  

untuk bisa menggunakan saksi mahkota adalah adanya penyertaan (deelneming), 

kurangnya alat bukti dan adanya pemisahan berkas perkara (splistsing). 

  

Kata Kunci : Penggunaan, Saksi Mahkota, Pembuktian, Persidangan, Pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum 

(rechstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Sebagai konsekuensi atas 

ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya 

jaminan dalam kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum  (equality 

before the law) sebagaimana tertulis dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka 

dan bebas. Oleh sebab itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan 

kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama didepan hukum. 

Sistem peradilan pidana adalah rangkaian proses yang dibuat untuk 

menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu 

ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu 

usaha masyarakat untuk  mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada 

dalam  batas-batas toleransi yang dapat diterima.1 Pelaksanaan peradilan 

pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di 

masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan 

sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat 

para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.2 

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung 

pelaksaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil, maka Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem 

pembuktian tersendiri.  Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya 

untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan 

                                                 
1 Mardjono Reksodiputro , 1997, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, 

Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 140 
2 Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, 

Jakarta, hlm.4 
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memperoleh kebenaran materil.3 Dengan tercapainya kebenaran materil, 

maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk 

mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam 

masyarakat.4 

 

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul 

saksi mahkota. Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 26 KUHAP adalah 

orang yang dapat memberikan kesaksian guna kepentingan penyidikan 

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara piadana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan 

yang paling utama karena saksi akan membuka kronologis peristiwa tindak 

pidana. Maka dari itu keterangan yang benar, jujur, akan memperoleh 

kebenaran materil, alat bukti keterangan saksi merupakan yang paling utama 

dalam perkara pidana.5 

 

Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas 

dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya diterangkan dalam pasal 168 huruf b 

berbunyi : “ saudara dari terdakwa atau yang besama sama sebagai terdakwa, 

saudara ibu. Saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan 

perkawinan dan anak anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.” yang 

membuat ketentuan tentang seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu 

orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai 

saksi mahkota tidak dapat ditemukan didalam KUHAP namun saksi mahkota 

dapat ditemukan definisnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 

K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan “saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi 

yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya 

yang bersama sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada 

saksi tersebut diberikan  mahkota”. 

                                                 
3 Depatemen Kehakiman RI, 1982, Pedoman Pelaksanaan KItab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Depatemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm.1 
4 Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

9 
5 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, kasasi, dan peninjauan Kembali, hlm 286 
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Dalam kedudukannnya sebagai instrumen hukum publik yang 

mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil 

maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersediri. Namun 

untuk saksi mahkota sendiri belum diatur secara tegas di dalam KUHAP 

sehingga dalam perkembangannya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat 

bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena 

bertentanan dengan hak asasi terdakwa sebagai mana diatur dalam ketentuan 

KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on 

Civil and Plitical Right (ICCPR) sebagai instrument hak asasi manusia 

internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap  Implementasi 

prinsip-prinsip fairtrail, namun dengan adanya yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi 

tersebut dijelaskan  bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila 

Jaksa Penunntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa 

saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu 

berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan keasaksian. Dan untuk 

pengadilan Negeri Palembang sendiri tidak pernah melarang adanya 

penggunaan saksi mahkota, saat ini di Pengadilan Negeri Palembang sendiri 

sudah banyak sekali kasus yang menggunakan saksi mahkota bahkan hampir 

diseluruh Pengadilan di Indonesia sudah pernah menggunakan saksi 

mahkota.6 

 

Di Pengadilan Negeri Palembang sudah banyak sekali kasus yang 

menggunakan saksi mahkota yang berkasnya di pisah (splitsing) guna 

kepentingan persidangan salah satunya yaitu perkara Nomor 

1760/Pid.Sus/2021/PN PLG atas nama terdakwa Hendra alias Een bin Ismail 

dan perkara nomor 1759/Pid.sus/2021/PN PLG atas nama terdakwa Ujang 

Islandar bin M. Salim Lekat. Kronologinya sebagai berikut bahwa terdakwa 

Iskandar bin M.Salim Lekat bersama dengan saksi Hendra alias Een bin 

Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Yayan (DPO) pada 

hari Jum’at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di lorong 

Lawang Kidul Darat Nomor 1673 Rt 018 Rw 002 Kelurahan Lawang Kidul, 

                                                 
6https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id,  diakses  pada tanggal 22 Desember 

2021 Pukul 15.50 WIB 

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/
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Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. 

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika 

dan prekusor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli 

nakotika menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Dalam perkara ini 

dilakukan pemisahan berkas perkara dengan terdakwa Hendra alias Een bin 

Ismail dijadikan sebagai saksi untuk terdakwa Iskandar bin M.Salim Lekat 

(saksi mahkota). 

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam pidana 

yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah 

dilakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) sejak proses pemeriksaan 

pendahuluan ditingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya 

saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan berkas 

perkara tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti 

keterangan saksi dalam perkara tersebut. Dalam perkembangannya, ternyata 

muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, 

mengenai saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara 

pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota 

dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Sebagian 

pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena  

bertentangan dengan  hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. bahkan perbedaan 
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persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai 

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Repulik  Indonesia. Perdebatan 

kotroversial tentang saksi mahkota dalam due-process the law telah lama 

terjadi. Kendati demikian, pembicaraan perihal topik ini mencuat kembali dan 

bertambah seru tatkala kombes Wiliardi Wizard memberikan kesaksian dalam 

sidang kasus terbunuhnya Nazarudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari 

azhar pada tahun 2009, dalam kesaksiannya Wiliardi menyatakan bahwa ia 

merasa diarahkan oleh petinggi polri dalam proses penyidikan, yang 

tujuannya menjerat Antasari dalam rangkaian tuduhan pembunuhan terhadap 

Nasrudin Zulkarnaen.7 Hal inilah yang kemudian memicu munculnya kembali 

perdebatan mengenai kontroversi saksi mahkota itu. 

Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam 

praktik disebut saksi mahkota. Bahkan dalam berita-berita mengenai saksi 

mahkota diberbagai media cetak dan elektronik. berita mana diantaranya 

menyebutkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang juga berkedudukan 

sebagai tersangka.8 Dalam KUHAP tidak ada larangan seorang terdakwa 

untuk memberikan keasaksian untuk terdakwa yang lain sejauh menggunakan 

sistem splistsing  sehingga terdakawa yang menjadi saksi mahkota tetap 

mendapatkan perlindungan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1942 

k/PID/2012 yang dalam proses pembuktiannya menggunakan saksi mahkota. 

Dalam hal jaksa penutut umum menghadirkan saksi mahkota dikarenakan 

kurangnya alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi.9 Peranan saksi 

mahkota sangat penting untuk mengungkap peristiwa pidana karena terdakwa 

itulah yang mengetahui, melihat, mendengar dan melakukan, tindak pidana. 

Maka disimpulkan perlindungan hak terdakwa sebagai saksi mahkota 

dipersamakan dengan hak terdakwa secara umum, yaitu diatur dalam pasal 50 

sampai dengan pasal 68 KUHAP dan hak saksi yang diatur dalam pasal 5 

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kedudukan saksi dan saksi mahkota 

                                                 
7Wahyu Beni Mukti Setiyawan, Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam kasus 

Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan HAM Ditinjau dari KUHP, 

Jurnal Serambi Hukum, Vol.10 No.02, 2017. 
8 Made sukadana , Alat bukti keterangan saksi mahkota dalam perkara pidana 

pencurian, Jurnal Law Reform, Vol.14 No.2 , 2018. 
9Ni Made Elly, KedudukanDan Pelindungan saksi Mahkota dalam Tindak Pidana 

Pencurian, Jurnal Interprestasi Hukum,Vol.1 No.1, 2020 
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dibenarkan dalam pembuktian didasarkan pada Surat Edaran Kejaksaan 

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.10 

 

Ketentuan KUHAP untuk kasus tertentu, seringkali dijumpai bahwa 

penyidik kesulitan untuk mendapatkan saksi yang juga berstatus sebagai 

terdakwa. Inilah yang kemudian dikenal sebagai saksi mahkota 

(kroongetuige). Meskipun tidak diberikan definisi yang otentik dalam 

KUHAP,namun berdasarkan kenyataan, saksi mahkota didefinisikan sebagai 

saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa 

lainnya yang bersama sama melakukan tindak pidana. Adapun mahkota yang 

diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk 

ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu 

tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan 

atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. 

Menurut Loebby Loqman, yang dimaksud dengan saksi mahkota 

adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa 

penyertaan. Pada awalnya pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur 

dalam ketentuan pasal dalam ketentuan pasal 168 KUHAP, yang pada 

pokoknya mengatakan bahwa pihak yang bersama-sama seabagai terdakwa 

tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai 

saksi.11 

 

Selanjutya dalam perkembangannya, tentang saksi mahkota sebagai 

alat bukti dalam perkara pidana dijumpai dalam yurisprudensi melalui 

putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. 

Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak 

melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota 

                                                 
10Ibidhlm.5 
11Ibid hlm.5 
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dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya terhadap 

terdakwa tidak satu berkas yang diberi kesaksian. Selain tu, dalam 

yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi 

mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersma-sama 

diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang 

perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Berdasarkan hal 

tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dipersidangan 

didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya tindak 

pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan 

mekanisme pemisahan alat bukti (splitsing) serta apabila dalam perkara 

tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya saksi. Dalam yurisprudensi 

Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 

K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan 

terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan 

dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui 

penggunaan saksi mahkota  dalam proses peradilan pidana khusunya dalam 

kaitannya dengan penggunaan saksi mahkota dipersidangan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganbil judul : 

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM 

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI 

KASUS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG) 
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B. PERMASALAHAN  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah saksi mahkota dapat dijadikan alat  bukti yang sah di dalam 

persidangan perkara pidana ? 

2.  Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota ? 

 

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang 

lingkupnya pada kajian hukum pidana yaitu mengenai sah atau tidaknya saksi 

mahkota sebagai alat bukti di dalam persidangan dan untuk mengetahui apa 

saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi mahkota. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan 

bertujuan : 

1. Untuk  mengetahui dapat atau tidaknya saksi mahkota dijadikan alat 

buktiyang sah di persidangan perkara pidana 

2. Untuk mengetahui syarat- syarat  yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi 

mahkota 
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D. DEFINISI KONSEPTUAL 

1. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Arti 

lainnya dari penggunaan adalah pemakaian.12  

2. Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari 

salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama 

melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut 

diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang 

berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan 

terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan 

apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas 

kesalahan yang pernah dilakukan.13 

 

3. Pembuktian adalah perbuatan membuktian. Membuktikan berarti 

memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, 

melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan membuktikan.14 

4. Tindak pidana atau strafbaarfeit, delik. Dan delictum memiliki padanan 

istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, 

peristiwa pidana, perbutan pidana dan tindak pidana15 

5. Persidangan merupakan salah satu alat atau unsur dari suatu organisasi 

yang juga memiliki peranan penting. Secara sempit persidangan diartikan 

sebagai pertemuan, rapat, musyawarah atau berkumpul untuk proses 

pengambilan keputusan penting. Sehingga wajar bila dalamdinamika 

persidangan, terjadi dialetika yang cukup keras diantara peserta untuk 

saling mempertahankan gagasannya.16 

 

                                                 
12Kamus Besar Bahasa Indonesia,https://lektur.id/arti-penggunaan/, diakses  pada 

tanggal 9 Oktober 2021 pukul 21.15 WIB 
13Leobby Loqman, http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656, diakses pada tanggal 9 

oktober 2021 pukul 21. 20 WIB 
14Menurut R.Subekti, http://www.pn-lhoksukon.go.id, diakses pada tanggal  30 

November 2021 pukul  18.40 WIB 
15Moejanto,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/me

ngenal-unsur-tindak- pidana-dan-syarat-pemenuhannya,  diakses pada tanggal 9 Oktober 

2021 pukul  21.30 WIB 
16 Persidangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id, diakses 

pada  9 Oktober 2021 pukul 21.45 WIB 

https://lektur.id/arti-penggunaan/
http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656
http://www.pn-lhoksukon.go.id/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-%20pidana-dan-syarat-pemenuhannya
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-%20pidana-dan-syarat-pemenuhannya
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E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitiaan  

Jenis peneltian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis 

penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan cara 

wawancara sebagai data primer. Data primer adalah sebuah data yang 

langsung di dapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau 

peneliti.17Sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitan  

yaitu wawancara Hakim Pengadilan Negeri Palembang 

2. Sumber Data 

a. Bahan Hukum primer: 

1) Undang Undang Dasar 1945 

2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana  

3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

4) Yurisprudensi Mahkamah Agung 

5) Doktrin atau pendapat ahli hukum 

b. Bahan Hukum Sekunder : 

Berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum 

primer yaitu buku buku, pendapat hukum, hasil hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum, serta dat data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti 

 

                                                 
17Sugiono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, hlm 193 
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c. Bahan hukum tersier berupa : 

Bahan yang mendukung  bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan 

hukumnya 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini bertitik pada data primer, maka langkah pertama 

dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara wawancara dengan 

narasumber.Wawancara yang diteliti berkaitan dengan permasalahan baik 

yang berkaitan dengan masalah penggunaan saksi mahkota dalam sistem 

peradilan pidana dan syarat–syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 

saksi mahkota yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

serta praktek di lapangan.Narasumber dalam penelitian ini. Narasumber 

yang akan diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah aparatur 

penegak hukum yaitu, Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang 

berkompeten dan yang telah berpengalaman menangani kasus dalam 

perkara pidana yang dalam pembuktiannya menggunakan saksi mahkota 

di persidangan. 

4. Analisis Data 

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dengan memanfaaatkan data yang telah dikumpulkan melaui 

wawancara dan studi dokumen maka hasil penelitian diolah dan dianilisis 

secara kualitatif, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan 

dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan 
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metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke 

khusus. 
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